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PEMERINTAH PROPINST KALIMANTAN TIMIUR

"KALIMANTAN TIMUR: OTONOMI, IMPLIKASI DAN STRATEJT”

CLEH
GUBERMUR KALIMANTAN TIMUR-

1. Satu diantara 12 missi untuk mewujudkan visi masa depan bangsa yang disebut Indonasia Bar
menurut GBHN 1999-2004 adalah perwviyudan Otaoicqi Dacrsi (OTDA) yang olen Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintzhan Daerah di definisian sebzga
"kewenangdan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus KepEidngan masyaréast setempa
menurut  prakarsad  sendifi berdasarkan 3aspirasi masyarakat — sesudi dengsn  peraturdn
perundangan-undangan’. Kewenangan untuk mengatur diri sendin itu /was, nyata dan
bertanggung-jswab. Taaggung jewab dan sekaligus tujuan OTDA ialah (a) meningkatkai:
peldyanan dan kesejainteraan masyarakat, (b) mengembangkan kehicupan demokrasi, keaailan
dan pernerataan, (¢) memelihara hubungan yang serasi aniara Pusat dan Daerah, dan aniar
Daerah dalam rangka menjaga keutuhsrii Negara Kesatuan Repubhi indongssia. Kewenangan
Daerah Ctonom itu /uas, mencakup kewenangan penyelenggaraan semua bidang pemerintahan,
kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradian, moneter & fiskal, agama
serta bidang tertentu lainnys. Ctonomi Daerah terletak di Kabupaten dan Kota dergan 1l
kewenangan wajib yaitu: Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan & Kebudayaan, Pertanian,
Perhiubungan, Industri & Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan,
Koperasi, dan Tenaga Kerja. Sedangkan kewenangan Propinst sebagai Daerah Otonom hanyaiai
kewenangan pemerintahan terhatas dan bersifat lintas Kabupaten dan kota seperti: Pekerjaan
Umum, Perkebunan, Kehutanan dan kewenangan daiam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
Penyelenggaraan OTDA itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah (&)
memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonormian daerah. (b) menaptakan sisterm
pembiayaan daerahl yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipdl, akuntabe; Jdan
pasd.

2. Saat ini, proses untuk memberdsyskan daerah 'menuju kepada kemandiriannya itu berada
dalam masa transisi yang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tanhun 1999 harus sudah selesai pada

! presentasi pada Dialog Nasional Pefaksanaan OTDA. Samarinda 23-24 Juru 200



E)

Luizn Mei 2001, saat dimana celaksanaan otonomi daerah harus sudah efektif. Namun sampai
seat .ni mesin terjedi tark ulur kewenangan antara Daeran dan Pusat walaupun Peraturan
Pemerintzh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  Pemerintah dan Kewenangan

Pemerintah Propinsi Sebagal Daerat Otonom telah diberlakukan sejak targgal € Mei 2000. Dari

25 Sektor Kewenangan di dalam Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tersebut, diatur
xevienangan Pusat pada 25 Sektor dan Kewenangan Prooinsi 20 Sektor, selebihnya yang tidak

diatur akan menjadi kewenangar Daerah Kabupaten dan Xota. Saling tarik menarik
xewenangan ini berlangsung terus terutama kewenangan pengelolaan SDA, dan bankan mulai
memasuxi babak baru yakni tarik menarik kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Padanal secara implisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur pembagian tugas
yang selama ini tumpang tindin dan membingungkan yakni dengan menegaskan bahwa Pusat
berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Propinsi, membina dan mengawasi
sedangkan Daerah Xabupaten/Kota bebas mengatur dirinya sendiri. Kewenangan pembinaan
dari Propinsi lebih ditekankan kepacda memrasiiitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah
Ctonom, sedangkan pengawasan lebin bersifat represif atau post gudit untuk memberikan
kebebasan kepada Daerah dalam pengambilan keputusan dar memberikan peran kepada DPRD
untuk mewujudkan fungsinya sebzagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Penegasan kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebenarnyé_g_gialah kunci
dari pelaksanaan OTDA, karena akan memberikan implikasi kepada penataan ke/é.’l;;l:lagaan,
SDM Aparatur, dan keuangan. Keberhasilan pelaksanaan OTDA akan sangat tergantung
kepada penataan kelembagaan dan SDM Aparatur di Daerah, sebab apabila pelimpahan
kewenangan oleh Pusat ke Daerah diikuti dengan perambingan kelembagaan di Pusat dan pada
saat yang sama dilakukan penambahan/perbanyakan ke/"e\*mbagaan atau pefimpahan pegawai ke
Daeraf, maka yang terjadi adalah lika liku birokrasi tetap sama atau bertambah?, sehingga
pelayanan kepada masyarakat tetap sama atau tambah 5er\belit dan akhirnya pemberdayaan
rakyat dan daerah tidak akan terfaksana. Disektor keuangan E‘un\sampai dengan TA 2000 sikap
sentralistis masih tetap tergambar. Dari tampilan RAPBN TA 2000 d\éﬁApisici/ Desember 2000
oleh Pemerintah dikonsep dari pagu pengeluaran rutin sebesar 58,9 Trilyun setelah dipotong
pembayaran utang luar negeri sebesar dibagi: dana rutin Daergh 17,1 Trilyun atau 20% dan
Pusat 67,6 Trilyun atau 80%. Pagu pengeluaran pembangunan yang akan dilkelola oleh Daerah
sebesar 15,1 Trilyun atau 38,3% dari jumlah rencana pengeluaran pembangunan sebesar 39,4
Trilyun.

OTDA  adalah perscalan kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan adalah
kepercayaan dan tanggung jawab adalah akuntabilitas. Karena itu seharusnya paradigma &rust
first dilaksanakan secara konsekwens baru kemudian di minta akuntabilitasnya. Pusat harus
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mempercayai Propinsi dan Propinsi wajb mempercayal  Kabunater dan ¥ota, vyang pada
akhirnya Pemerintah Dzeran Kabupaten dan Kcta harus mempercayai rakyat. Haruslah disadari
behwa OTDA adalah  instrumen untuk beroagi Heban nasional yang tegini beral, GisaTping
upaya untuk memandirikan Daerah, meningkatkan rasa tanggurg jawab Daerzh, mempertanyak
pesar dan meningkatkan semangat bersaing antar Daerah, bukan berbagi iahan. Salam xaitan
berbagi beban inilah gagasan untuk meiaksanakan desentralisasi fisca! wajib didukung untuk
mengurangi ketergantungan kepada Pusat dan sekaligus mendukung upaya pemberdayaan
Daerah. Selama ini 75 sampai 80% anggaran Pemerintah Propinsi berasai dari APBN dan bagi
Kabupaten/Kota sekitar 85 sampai 90%, sehingga memang kemandirian Caerah praktis tidax
ada.

Keitim kaya tetapi miskin! SDA nya telah lama dan banyak diambii dengan berbagai dampak
yang menjadi ongkos ekonomi sosial rakyatnya, tetapi bagi hasilnya sangatiah keal: pendudux
miskin lebih dari 26% dan penduduk yang berpendidikan Diploma sampai Perguruan Tinggi
hanyalah 4,6%, sementara SD kebawah 57% ditahur 1399. Sementara PDRB Kaltim 57,3 T,
ranking 4 PDRB setelah DKI Jaya, Jabar dan Jatim. SDA tersebut bukanlah sumber abadi yang
tidak pernah habis, karena itu momentum OTDA  haruslah dimanfaatkan dengan focus
bagaimana mengelola SDA yang ada untuk menjadi SDM yang berkualitas dan manfaat ekonomi
sosial bagi seluruh rakyat Kaltim melalui strateji: (a) peningkatan kualitas SDM, (b)
peningkatan pertanian (c) penyediaan infrastruktur (d) pengembangan agro industri.
Untuk melaksanakan strateji tersebut maka desentralisasi keweﬁangan harus benar-benar
direalisasikan, sebab tanpa itu maka kita akan kembali kealam lama dimana campur tangan

Pusat yang begitu kuat dan luas, yang berakibat matinya kreatifitas dan inovasi daerah.
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